
TENTANG

PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAN AKUNTANSI
BARANG MILIK NEGARA (SIMAK BMN) LINGKUP
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU

TAHUN ANGGARAN 2018

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU,
Menimbang: a.  bahwa untuk mendukung pelaksaanaan Tahapan

Pilkada serentak 2018 dan Pemilu serentak 2019
harus ada pengelolaan Barang Milik Negara yang

akuntabel dan berkesinambungan sehingga tugas-

tugas sekretariat KPU Kabupaten/Kota dalam
memberikan dukungan teknis tahapan dapat
maksimal tentunya dengan ketersediaan dan

pengelolaan Barang Milik Negara disetiap satuan
kerja;

b. bahwa untuk melaksanakan terwujudnya

pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) yang tertib
dan berkesinambungan setiap satuan kerja harus

ada pengelola yang melaksanakan kegiatan
tersebut;

d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Luwu tentang Penujukan Operator SIMAK BMN dan
Persediaan lingkup Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2018.

Mengingat:   1.   Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286;)

2.Undang-Undang Nomor  1  Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia  Tahun 2004  Nomor  5,  Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355;)

3.Undang-Undang Nomor  1  Tahun 2015 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
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Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5656 sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898;)

4.Undang-Undang Nomor  7 Tahun 2017 tentang

Pemilihan Umum (Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor  182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

5.Peraturan Pemerintah Nomor  39 Tahun 2007

tentang   Pengelolaan  Uang   Negara/Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4738;)

6.Peraturan Pemerintah Nomor  45 Tahun 2013

tentang   Tata   Cara   Pelaksanaan  Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor  103,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5423;)

7.Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana

telah beberapa kali  diubah,  terakhir  dengan

Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 155,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 534;)

8.PeraturanMenteriKeuanganNomor

190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran
Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Negara;

10.PeraturanMenteriKeuanganNomor

49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan
Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 533);

11.PeraturanMenteriKeuanganNomor

99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan
Dana Hibah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 990);

12. Peraturan...
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12.Peraturan Komisi  Pemilihan Umum Nomor  05

Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan
Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan

Komisi   Pemilihan   Umum  Kabupaten/Kota
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor

01 Tahun 2010;

13.Peraturan Komisi  Pemilihan Umum Nomor  06

Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata

Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
SekretariatKomisiPemilihanUmum
Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan  Komisi  Pemilihan Umum Nomor  22

Tahun 2008;

14.Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah Nomor  6 Tahun 2016
tentang Katalog Elektronik dan E-Purchasing;

15.Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun

2017 tentang  Tahapan, Program dan Jadwal

Penyelenggaran Pemilihan Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur,  Bupati dan  Wakil  Bupati,
dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;

16.Keputusan  Komisi  Pemilihan  Umum Nomor

88/Kpts/KPU/TAHUN  2016  tentang  Pedoman
Teknis Tata Cara Pengelolaan, Penyaluran dan

Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Dana

Hibah Untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

17.Keputusan  Komisi  Pemilihan  Umum Nomor

43/Kpts/KPU/TAHUN  2016  tentang  Standar
Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium untuk

Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubemur,

Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan
Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan
Keputusan  Komisi  Pemilihan  Umum Nomor

80/Kpts/KPU/TAHUN 2017;
18.Keputusan  Komisi  Pemilihan  Umum Nomor

44/Kpts/KPU/TAHUN  2016  tentang  Petunjuk
Teknis  Penyusunan  Anggaran Dalam Rangka

Kebutuhan   Barang/Jasa   dan   Honorarium

Pelaksanaan  Pemilihan  Gubemur  dan  Wakil
Gubemur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau
Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah
diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 81/Kpts/KPU/TAHUN 2017;

19. Keputusan
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Tugas, wewenang dan tanggungjawab nama-nama yang

ditujuk/ditetapkan selaku Operator SIMAK BMN dan
Persediaan sebagaimana Diktum KESATU adalah sebagai

berikut:

1. Melakukan

yudimubaraq@gmail. com

081354918676

7317141212750001

19751212 200910 1 001

YUDHISTIRA MUIN, SE

Email

Nomer Telepon

NIK

NIP

Nama

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TENTANG PENUNJUKAN OPERATOR
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN BARANG MILIK NEGARA
(SIMAK BMN) LINGKUP KOMISI PEMIUHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TAHUN ANGGARAN 2018

Menetapkan Staf yang ditunjuk sebagai Operator SIMAK
BMN dan Persediaan lingkup Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2018, sebagaimana

berikut:

KEDUA

KESATU

Menetapkan

19. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor

232/KU.02.4-Kpt/KPU/XII/2017 tentang Petunjuk
Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar

Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan
Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh
dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076
Tahun Anggaran 2018

Memerhatikan : 1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan

Anggaran Induk Tahun Anggaran 2018 Nomor SP
DIPA-076.01-1.027050/2017 tanggal 5 Desember

2017;
2.Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah

Kabupaten Luwu dengan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Luwu Nomor : 180/346/VII/HUK/2017
dan 35/KPU-025-433393/VII/2017, tanggal 31

Juli 2017;
3.Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

LuwuNomor4/PP.02.3-Kpt/7317/KPU-
Kab/VII/2017 Tentang Pedoman Teknis Tahapan
Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2018;
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Tembusan Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1.Sekjen Komisi Pemilihan Umum di Jakarta;
2.Ketua Badan Pemeriksaan Keuangan di Jakarta;
3.Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
4.Ketua KPU Kab. Luwu sebagai Laporan di Belopa;
5.Kepala KPPN Paiopo di Palopo;
6.Yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab;
7.Pertinggal.

RA'MLAN

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU,

ttd.

ANDI DARMAWANGSA RAHIM

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU

^ukum,

Belopa
10 Januari 2018

Ditetapkan di
Pada tanggal

1.Melakukan rekonsiliasi dengan KPKNL setempat;

2.Melakukan inventarisasi  untuk setiap periode
pelaporan;

3.Menyusun Catatan atas Laporan Barang Milik

Negara (CaLBMN);

4.Melakukan konsolidasi ADK dengan KPU Provinsi
sebagai UAPPB-W;

5.Menyampaikan laporan kerja ke Sekretaris KPU
Kabupaten   Luwu   melalui  Kasubag   yang
membidangi Logistik;

6.Melaksanakan   tugas-tugas    lainnya   yang

diperintahkan oleh atasan sesuai dengan Peraturan

Perundang-Undangan yang beriaku;

Segala biaya yang timbul sehubungan diterbitkannya
Keputusan ini termasuk honorarium kepada nama yang

ditunjuk, dibebankan pada Anggaran DIPA Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Tahun Anggaran

2018;
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
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